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. Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan mengenai

Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara, perbedaan
eksistensinya menurut sistem hukum Anglo Saxon dan sistem
Hukum Kontinental, susunan kekuasaan kehakiman, khususnya
PTUN, Pengertian, Kompetensi dan kewenangan mengadili,
Dasar Hukum Acara PTUN, tata cara berperkara dan proses
beracara di PTUN, Subyek dan Obyek PTUN, alur sengketa
TUN, Surat gugatan, Pembuktian, Putusan, pelaksanaan Putusan
dalam Hukum Acara PTUN serta upaya hukum yang meliputi
perlavanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
Didiskusikan pula berbagai kasus aktual di bidang Peradilan
Tata Usaha Negara.

: Tujuan umum mata kuliah Hukum Acara PTUN ini adalah agar

mahasiswa mampu secara teoritis dan praksis memahami aturan
tentang cara bertindak dan bersengketa maupun beracara di
PTUN.

: Memperoleh pemahaman mengenai persoalan-persoalan yang

menjadi bidang kajian Hukum Acara PTUN dan mendapatkan
kglelasan serta uraian mengenai Dasar hukum pembentukan
PTUN; struktur organisasi kantor PTUN; tujuan dibentuknya
PTUN; prinsip dasar dan asas Hukum Acara PTUN; kriteria
untuk menentukan kedudukan Badan atau Pejabat TUN;
kekuasaan kehakiman dilingkungan PERATUN; cara-cara
mengajukan gugatan ke PTUN; proses pemeriksaan di
persidangan; penundaan pelaksanaan keputusan TUN; rapat
permusyawaratan; pemeriksaan persigpan; pemeriksaan dengan
acara biasa; pemeriksaan dengan acara cepat dan acara singkat;
putusan; upaya hukum dan eksekusi.

Membicarakan uraian mengenal Dasar hukum pembentukan
PTUN; struktur organisasi kantor PTUN; tujuan dibentuknya
PTUN Kompetenss PTUN dan kewenangan mengadili,
pengertian dan istilah dalam HA PTUN, prinsip dasar dan asas
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HA PTUN; kriteria untuk menentukan kedudukan Badan atau
Pejabat TUN,
Mendiskusikan teori dan wacana lisan menggunakan berbagai
media terkait dengan PTUN serta Peraturan Perundang-
undangan terkait dengan sistem peradilan di Indonesia
Menuliskan dalam bentuk makalah ilmiah isi wacana lisan
secara umum mengenai tatacara bersengketa atau beracara di
PTUN dan memaparkannya di depan kelas dalam kerja
kelompok
Memahami dasar dan alasan pengajuan gugatan
Mendiskusikan teori dan wacana tulis mengenai tindakan
sebelum mengajukan gugatan, putusan dan pelaksanaan
putusan serta upaya hukum yang dapat ditempuh dengan
menentukan informasi rincinya melalui resume individual

- Secara individu membuat surat gugatan PTUN.

: Sebagal Mata Kuliah dasar keahlian, HA PTUN bersifat teoritik

dan praktik, diharapkan agar mahasiswa dapat memahami
tentang perbuatan yang dapat dilakukan oleh pejabat tata usaha
negara dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga
masyarakat berkenaan dengan perbuatan pejabat tata usaha
negara yang merugikan kepentingannya demi terjaminnya
Kepastian Hukum serta memberikan ketrampilan kepada
mahasiswa untuk menganalisa dan merealisir materi teoritis
dalam praktik beracaradi PTUN

: Untuk dapat mengikuti mata kuliah ini mahasiswa harus telah
menempuh dan lulus mata kuliah PIH, PHI, dan IImu Negara,
dan Hukum Tata Negaraterlebih dahulu

Komponen penilaian selama perkuliahan, jenis tagihannya
adalah; Review atas suatu masalah, resume buku/makal ahvteori
kuliah, praktek beracara, makalah kelompok, makalah individual
dan diskusi (FGD) serta Ujian Mid Semester dan Ujian Akhir
Semester.
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Estimasi
No Kompetensi Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Waktu Daftar Kepustakaan
(menit)
1 2 3 4 5
1 | Memahami Susunan Organisas | 1. Pendahuluan . Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara, 2x50 § Djend Hoesen Koesoemahatmodjo, 1986,
Kekuasaan Kehakiman, PTUN, perbedaan eksistensinya menurut sistem hukum Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara
Tujuan pembentukan, Pengertian Anglo Saxon dan sistem Hukum K ontinental § Rochmat Soemitro, 1987, Peradilan Tata
dan Dasar Hukum serta susunan . Susunan Organisas Kekuasaan Kehakiman, 2 x 50 5 guﬁh;n':';%‘f '\a/l hter. 1999, PTUN
dan tempat kedudukan PTUN PTUN, Tujuan pembentukan, Pengertian dan § Sumitro, 1097 lliTUN' ’
maupun PTTUN Dasar Hukum serta susunan dan tempat ’ ’
kedudukan PTUN, PTTUN
2 | Memahami teori dan wacana | 1. Pengertian Dasar . Pengertian dan Asas HA PTUN, Kompetens 2x 50 § Abdullah, Rozali, 1996, Hukum Acara
lisan  menggunakan berbagai Hukum Acara PTUN PTUN, Subyek dan Obyek sengketa TUN serta Peradilan Tata Usaha Negara
media terkait dengan Pengertian K eputusan yang tidak termasuk K TUN § Zarin Harehap, 1997, Hukum Acara
dan Asas Hukum Acara PTUN, . Penyelesaian  Sengketa  TUN,  Upaya g gﬁfa‘&g‘ ta;a:saggol\slegarak A
Kompetens: PTUN, Subyek dan administratif, Upaya Peradilan dan Penunda-an 2x 50 PTIUN ami-A, » AitKUM: Acara
Obyek' sengketa TUN, Keputusan Pelaksanaan I_(eput_usan TUI\! ' § Wicipto Setiadi, 1997, Hukum Acara
yang tidak termasuk KTUN - Tugas Mendiskusikan teori dan wacana tulis Peradilan Tata Usaha Negara (Suatu
dengan .m(f,ngntukan informas rincinya melalui 2x50 Perbandingan)
resume individual
3 | Memahami surat gugatan dan | 1. Gugatan ke PTUN 1. Definisi dan unsur Surat Gugatan, tuntutan 2x50 § S Soemantri, 1987, Prosedur dan
mampu menjelaskan is  surat dalam gugatan serta teknik membuat posita dan Sstem Perubahan Konstitus.
gugat serta membuatnya petitum § Soza:j i‘I Abgu:IaB, 5;199[%1’ Hukum Acara
2. Alasan mengajukan gugatan, Syarat gugatan, 2x 50 éradifan Tala Usaha Negara
akibat hukugrgJ bila gs;?arat ok te?pgnuhi, §  SF.Marbun, 1997, Peradilan Administra-
tenoana waktu. membavar uana perkara dan s dan Upaya Administratif di Indoneﬂa_
ggang ' y g p § Indroharto, 2003, Usaha Memahami
permohonan beracara dengan cuma-cuma Undang-Undang Tentang PTUN
3. Praktek membuat surat gugat 2x50




4 | Memahami dan dapat menjelas- | 1. Pemeriksaan Pokok 1. Pemeriksaan persiapan, pemeriksaan dengan 2x50 § Zarin Harahap, 1997, Hukum Acara
kan prosedur pemeriksaan de- Sengketa di PTUN acarasingkat, cepat dan biasa Peradilan tata Usaha Negara
ngan acara cepat, singkat dan 2. Beracara dengan wakil atau kuasa hukum 2 x50 § Siti Soetami A, 2005, Hukum Acara
biasa 3. Tugas kelompok mencari berkas perkara di PTUN
PTUN serta mendiskusikannya dalam kelas 2x 50 §  Rozali Abdullah, 1991, HAPTUN
5 |Memahami alat-alat bukti dan | 1. Pembuktian 1. Definisi dan ruang lingkup, Alat-alat bukti, luas 2x50 § Zarin Harahap, 1997, Hukum Acara
beban pembuktian di PTUN dan beban pembuktian, pembagian beban Peradilan tata Usaha Negara
pembuktian § Siti Soetami A, 2005, Hukum Acara
PTUN
6 | Memahami Pengertian, is dan | 1. Putusan dan Pelaksanaan | 1. Pengertian, macam-macam dan unsur putusan, isi 2x 50 § Zairin Harahap, 1997, Hukum Acara
susunan is  putusan, biaya| Putusan dan susunan isi putusan, biaya perkara dan Peradilan tata Usaha Negara
perkara serta eksekusi putusan eksekusi § Siti Soetami A, 2005, Hukum Acara
PTUN PTUN
7 | Mahasiswa mampu menjelaskan | 1. Upaya-upaya Hukumdi | 1. Perlawanan, Banding, Kasasi dan Peninjauan 2x50 § Zairin Harahap, 1997, Hukum Acara
Upaya-upaya Hukum di PTUN PTUN Kembali Peradilan tata Usaha Negara
2. Secara individu membuat makalah ilmiah tentang 2 x50 § Siti Soetami A, 2005, Hukum Acara
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